Menimbang :

Mengingat :

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DA BELANJA DAERAH

TAHUN ANGG 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang, Bupati wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah disertai penjelasan dan dokumen-
dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
memperoleh persetujuan bersama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
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Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
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Menetapkan :

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799).

18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang
Indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis bagian
dana alokasi umum yang ditentukan penggunaanya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA
Dan
BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

. Bupati adalah Bupati Bulukumba.

. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bulukumba.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Tahun Anggaran 2024 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung
mulai dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31

Desember 2024. PARAF /{ n{ 2 ‘\‘
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Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan Daerah,
belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah
Rp1.592.984.245.360,00 (satu triliun lima ratus sembilan
puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua
ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah)
terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan
pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan Daerah Rp1.592.984.245.360,00
b. belanja Daerah Rp 1.592.984.245.360,00
defisit/surplus Rp 0,00
c. pembiayaan Daerah
1. penerimaan Rp 0,00
2. pengeluaran Rp 0,00
pembiayaan netto Rp 0,00
sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp0,00
(nol rupiah).
Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan
sebesar Rp1.592.984.245.360,00 (satu triliun lima ratus
sembilan puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat
juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh
rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp247.462.000.000,00 (dua ratus
empat puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta
rupiah), terdiri atas:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp78.320.354.000,00 (tujuh puluh delapan
miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh empat
ribu rupiah).

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp26.864.950.175,00 (dua puluh enam
miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus
lima puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp137.276.695.825,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar dua
ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima
ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
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Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b direncanakan sebesar Rp1.344.814.245.360,00 (satu
triliun tiga ratus empat puluh empat miliar delapan ratus
empat belas juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus
enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar Daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp1.251.944.631.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh satu
miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga
puluh satu ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp92.869.614.360,00
(sembilan puluh dua miliar delapan ratus enam puluh sembilan
juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh
rupiah).

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp708.000.000,00
(tujuh ratus delapan juta rupiah) terdiri atas:

a. pendapatan hibah;

b. dana darurat; dan

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh
juta rupiah).

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c¢ direncanakan sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus
delapan puluh delapan juta rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar
Rp1.592.984.245.360,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh
dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus
empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) terdiri atas:

a. belanja operasional;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a direncanakan sebesar Rp1.085.779.939.288,00 (satu
triliun delapan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh
sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua
ratus delapan puluh delapan rupiah) terdiri atas:

a. belanja pegawai;,
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d. belanja subsidji;
e. belanja hibah; dan
f.

belanja bantuan sosial. PARAF /’ ﬁ’ * %
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Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp681.119.759.165,00 (enam ratus
delapan puluh satu miliar seratus sembilan belas juta tujuh
ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima
rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp361.929.322.623,00 (tiga
ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh
sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua
puluh tiga rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp41.922.360.000,00 (empat puluh satu
miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam
puluh ribu rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp808.497.500,00 (delapan ratus
delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus
rupiah).

Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp318.087.687.123,00 (tiga ratus delapan
belas miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh
tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) terdiri atas:

a. belanja modal tanah.

b. belanja modal peralatan dan mesin.

c. belanja modal bangunan dan gedung.

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

e. belanja modal aset tetap lainnya; dan

f. belanja modal aset lainnya.

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp3.725.000.000,00 (tiga miliar
tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.888.964.207,00
(empat puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh delapan
juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh
rupiah).

Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp186.041.701.316,00 (seratus delapan puluh enam miliar
empat puluh satu juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus enam
belas rupiah).

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp77.057.350.944,00 (tujuh puluh tujuh miliar lima puluh
tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat
puluh empat rupiah).

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.264.670.656,00 (lima
miliar dua ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh
puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus

sepuluh juta rupiah).
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Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c
direncanakan sebesar Rp3.012.002.602,00 (tiga miliar dua belas juta
dua ribu enam ratus dua rupiah), yang terdiri atas belanja tidak
terduga.

(1)

(2)

(3)

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
direncanakan sebesar Rp186.104.616.347,00 (seratus delapan
puluh enam miliar seratus empat juta enam ratus enam belas
ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan

b. belanja bantuan keuangan.

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp9.489.033.446,00 (sembilan miliar
empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu
empat ratus empat puluh enam rupiah).

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rpl176.615.582.901,00
(seratus tujuh puluh enam miliar enam ratus lima belas juta
lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus satu rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri
atas:

a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun  anggaran
sebelumnya;

. pencairan dana cadangan;

. hasil penjualan kekayaan daerah yangdipisahkan;

. penerimaan pinjaman daerah;

. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;dan
penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00

(nol rupiah).

Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00

(nol rupiah).

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
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(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(3)

Pasal 14

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri

atas:

a. pembentukan dana cadangan;

b. penyertaan modal daerah;

c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

d. pemberian pinjaman daerah; dan

e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp0,00

(nol rupiah).

Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan Kketentuan

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran
belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/defisit
sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan
sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum

tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu

yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya

dimasukan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024,

dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan

pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya

disampaikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan;

b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib:
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.belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja

yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus

dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang

cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun

anggaran berkenaan seperti:

a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran
kekurangan gaji, tunjangan; dan

b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran
telepon, air, listrik dan internet.

.belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja

untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan
pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan,
kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga,
kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman
yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat
peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

terdiri dari:
a. Lampiran |

b. Lampiran Il

c. Lampiran III

d. Lampiran IV

e. Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII

@ ™

h. Lampiran VIII

i. Lampiran IX
j. Lampiran X

k. Lampiran XI
Lampiran XII

—

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan,;

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja  Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan
Beserta Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan  Keterpaduan  Urusan
Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program pada RPJMD
dengan Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan
Rancangan APBD;

Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan
Program Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan
Investasi Daerah Lainnya;
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m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset
Lain-Lain;

n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran
Yang Direncanakan;

0. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.
Pasal 18

Ketentuan mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024
ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
ggal 29 DESEMBER 2023

e | BULUKUMBAO

/ UCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 29 DEfemMBeR 2023

B LEN‘IB;ELRAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI
SELATAN: B.HK.05.153.23
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Lampiran | : Peraturan Daerah
Nomor : 05 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

KABUPATEN BULUKUMBA

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN

PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
4 PENDAPATAN DAERAH
4.9 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 247.462.000.000,00
4.1.01 Pajak Daerah 78.320.354.000,00
4.1.02 Retribusi Daerah 26.864.950.175,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisabkan 5.000.000.000,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 137.276.695.825,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.344.814.245.360,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.251.944.631.000,00
4202 Pendapatan Transfer Antar Daerah 92.869.614.360,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 708.000.000,00
4.3.01 Pendapatan Hibah 420.000.000,00
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 288.000,000,00
Jumlah Pendapatan 1.592.984.245.360,00
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 1.085.779.939.288,00
5.1.01 Belanja Pegawai £681.119.759.185,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 361.929.322,623,00
5.1.05 Belanja Hibah 41.922.360.000,00
5.1.0B6 Belanja Bantuan Sosial 808.497.500,00
5.2 BELANJA MODAL 318.087.687.123,00
5.2.01 Belanja Modal Tanah 3.725.000.000,00
52.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.688.964.207,00
5203 Belanja Modat Gedung dan Bangunan 186.041.701.316,00
52(_)-4— Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan irigasi 77.057.350.944,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.264.670.656,00
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 110.000.000,00
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.012.002.602,00
53.01 Belanja Tidak Terduga 3.012.002.802,00
5.4 BELANJA TRANSFER 186.104.616.347,00
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 9.489.033.448,00
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 176.615.582.901,00

Halaman i




KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00
Pemhiayaan Netto 0,00
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00

rcetak pada 2024-01

¢

Kab. Bulukumba, 29 Desember 2023
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Lampiran | : Peraturan Daerah
Nomor : 05 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

KABUPATEN BULUKUMBA

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN

PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
4 PENDAPATAN DAERAH
4.9 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 247.462.000.000,00
4.1.01 Pajak Daerah 78.320.354.000,00
4.1.02 Retribusi Daerah 26.864.950.175,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisabkan 5.000.000.000,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 137.276.695.825,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.344.814.245.360,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.251.944.631.000,00
4202 Pendapatan Transfer Antar Daerah 92.869.614.360,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 708.000.000,00
4.3.01 Pendapatan Hibah 420.000.000,00
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 288.000,000,00
Jumlah Pendapatan 1.592.984.245.360,00
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 1.085.779.939.288,00
5.1.01 Belanja Pegawai £681.119.759.185,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 361.929.322,623,00
5.1.05 Belanja Hibah 41.922.360.000,00
5.1.0B6 Belanja Bantuan Sosial 808.497.500,00
5.2 BELANJA MODAL 318.087.687.123,00
5.2.01 Belanja Modal Tanah 3.725.000.000,00
52.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.688.964.207,00
5203 Belanja Modat Gedung dan Bangunan 186.041.701.316,00
52(_)-4— Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan irigasi 77.057.350.944,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.264.670.656,00
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 110.000.000,00
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.012.002.602,00
53.01 Belanja Tidak Terduga 3.012.002.802,00
5.4 BELANJA TRANSFER 186.104.616.347,00
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 9.489.033.448,00
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 176.615.582.901,00

Halaman i




KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00
Pemhiayaan Netto 0,00
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00

rcetak pada 2024-01

¢

Kab. Bulukumba, 29 Desember 2023
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KABUPATEN BULUKUMBA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran Il :

Peraturan Daerah
Nomor : 05 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Tidak

Operasi Modal Terduga Transfer Jumlah Belanja

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 128.335.719.000, | 765.891.571.080, | 225.992.143.715 0.00 0.00 991.883.714.795,
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 00 00 ,00 ! ! 00

1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0,00 440'569'021'250% 81'543'565'3503(’)’ 0,00 0,00 522'112'586'61020’
1 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba 0,00 440'533'021'250% 81'543'565'350%‘ 0,00 0,00 522'076'586'6%20'
1 01 | 1.01.2.22.0.00.01.01 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 126.785.719.0%% 280.928.970.05038 53.828.494.4%70, 0,00 0,00 334.757.464.520%
1 |02 |1.02.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba 2100.023175,00 | 119985441584, | 33.151.599.82., 0,00 000 | 192:737.041.405
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja Kab. [ 99.750.000.000,0 | 120.397.072.475, | 19.350.990.629, 0,00 0,00 139.748.063.104,
Bulukumba 0 00 00 00

1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Caile Kab. Bulukumba 2.181.000.992,00 | 3.571.392.831,00 | 132.449.973,00 0,00 0,00 | 3.703.842.804,00
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Ujung Loe Kab. Bulukumba 1.994.798.292,00 | 2.972.970.978,00 93.823.850,00 0,00 0,00 | 3.066.794.828,00
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Ponre Kab. Bulukumba 1.622.435.593,00 | 2.541.743.671,00 73.564.050,00 0,00 0,00 | 2.615.307.721,00
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Bonto Bangun Kab. Bulukumba 2.022.301.091,00 | 3.460.685.486,00 | 146.604.600,00 0,00 0,00 | 3.607.290.086,00
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Tanete Kab. Bulukumba 1.664.378.359,00 | 2.620.996.331,00 68.000.000,00 0,00 0,00 | 2.688.996.331,00
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Bonto Bahari Kab. Bulukumba 1.621.318.034,00 | 2.622.564.013,00 39.366.667,00 0,00 0,00 | 2.661.930.680,00
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Gattareng Kab. Bulukumba 1.131.804.334,00 | 2.037.836.382,00 61.303.700,00 0,00 0,00 | 2.099.140.082,00
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Bontonyeleng Kab. Bulukumba 1.433.444.339,00 | 2.440.573.703,00 31.627.500,00 0,00 0,00 | 2.472.201.203,00
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Borong Rappoa Kab. Bulukumba 888.883.734,00 | 1.500.000.000,00 99.127.703,00 0,00 0,00 | 1.599.127.703,00
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Manyampa Kab. Bulukumba 296.290.564,00 709.818.583,00 12.046.320,00 0,00 0,00 721.864.903,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-01-17 16:04:25
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Tidak
Operasi Modal Transfer Jumlah Belanja
Terduga
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Palangisang Kab. Bulukumba 867.742.646,00 | 1.393.473.378,00 39.272.850,00 0,00 0,00 | 1.432.746.228,00
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Balibo Kab. Bulukumba 932.219.109,00 | 1.713.557.133,00 35.000.000,00 0,00 0,00 | 1.748.557.133,00
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Salassae Kab. Bulukumba 1.019.905.430,00 | 1.617.768.805,00 31.548.393,00 0,00 0,00 | 1.649.317.198,00
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Lembanna Kab. Bulukumba 1.122.561.795,00 | 1.818.715.193,00 87.288.131,00 0,00 0,00 | 1.906.003.324,00
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Herlang Kab. Bulukumba 1.209.894.565,00 | 1.855.325.155,00 | 107.900.231,00 0,00 0,00 | 1.963.225.386,00
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Bonto Tiro Kab. Bulukumba 1.114.615.888,00 | 1.782.555.722,00 82.467.900,00 0,00 0,00 | 1.865.023.622,00
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Karassing Kab. Bulukumba 677.007.865,00 | 1.146.415.180,00 49.287.607,00 0,00 0,00 | 1.195.702.787,00
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Batang Kab. Bulukumba 946.661.408,00 | 1.559.969.071,00 54.321.842,00 0,00 0,00 | 1.614.290.913,00
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Tanah Toa Kab. Bulukumba 778.949.801,00 | 1.359.892.073,00 19.432.700,00 0,00 0,00 | 1.379.324.773,00
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Kajang Kab. Bulukumba 1.400.481.986,00 | 2.220.202.306,00 61.470.000,00 0,00 0,00 | 2.281.672.306,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN 21.636.430.885,0 | 76.223.275.675, 97.859.706.560,0
1 03 UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.550.000.000,00 0 00 0,00 0,00 0
1 03 | 1.03.2.15.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. 1.550.000.000,00 21.636.430.885,0 | 76.223.275.675, 0.00 0.00 97.859.706.560,0
Bulukumba 0 00 0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN 14.344.147.470, 18.856.423.562,0
1 04 DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 | 4.512.276.092,00 00 0,00 0,00 0
1 04 | 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 0,00 | 4.512.276.092,00 14.344.147.470, 0,00 0,00 18.856.423.562,0
Pertanahan Kab. Bulukumba 00 0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1 05 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 13'652'273'279’8 33.972.000,00 0,00 0,00 13'686'245'279’8
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 Sﬁf‘u"’l‘(zri’f)ganggu'a”ga” Bencana Daerah Kab. 0,00 | 1.964.353.283,00 0,00 0,00 0,00 | 1.964.353.283,00
1 05 | 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran 0,00 11.687.919.996,0 33.972.000,00 0.00 0.00 11.721.891.996,0
dan Penyelamatan Kab. Bulukumba 0 0
1 05 | 2.15.1.05.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kab. Bulukumba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0,00 | 4.592.599.512,00 18.688.750,00 0,00 0,00 | 4.611.288.262,00
1 06 | 1.06.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sosial Kab. Bulukumba 0,00 | 4.592.599.512,00 18.688.750,00 0,00 0,00 | 4.611.288.262,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-01-17 16:04:25
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Tidak
Operasi Modal Transfer Jumlah Belanja
Terduga
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 80.104.724.538,0 | 31.086.566.899, 111.191.291.437,
2 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.191.307.000,00 0 00 0,00 0,00 00
2 |o7 EESJS:N PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA 000 | 860.161.750,00 0,00 0,00 000 | 860.161.750,00
2 | 07 | 2.17.0.00.0.00.02.0000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga 0,00 | 860.161.750,00 0,00 0,00 0,00 |  860.161.750,00
Kerja Kab. Bulukumba
2 | 07 | 218.2.07.0.00.01.0000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satu Pintu Kab. Bulukumba
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 | o8 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 0,00 |  806.000.000,00 0,00 0,00 0,00 |  806.000.000,00
PERLINDUNGAN ANAK
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2 08 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 806.000.000,00 0,00 0,00 0,00 806.000.000,00
Kab. Bulukumba
2 | o9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0,00 |  380.306.500,00 0,00 0,00 0,00 |  380.306.500,00
2 | 09 | 3.27.2.09.0.00.01.0000 g'ur;jlfu':negf”'a” dan Ketahanan Pangan Kab. 0,00 | 380.306.500,00 0,00 0,00 0,00 | 380.306.500,00
2 |10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0,00 38.087.950,00 3.725.ooo.ooo,g 0,00 0,00 | 3.763.087.950,00
2 |10 | 1.04.2.10.0.00.01.0000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 0,00 38.087.950,00 | 3-725:000.000,0 0,00 0,00 | 3.763.087.950,00
Pertanahan Kab. Bulukumba 0
> |11 HIRD%SPAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN | 1 <0 000 000 o0 12.919.788.502,8 143.675.101.00 0.00 0.00 13.063.463.603,8
5 11 | 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. 1.500.000.000,00 12.919.788.502,0 143.675.101,00 0,00 0,00 13.063.463.603,0
Bulukumba 0 0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 |12 ADMINISTRAS| KEPENDUDUKAN DAN 0,00 | 4.350.779.715,00 | 435.657.748,00 0,00 0,00 | 4.786.437.463,00
PENCATATAN SIPIL
2 |12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 g'url‘slfufnegae”d“d“ka” dan Pencatatan Sipil Kab. 0,00 | 4.350.779.715,00 | 435.657.748,00 0,00 0,00 | 4.786.437.463,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 |13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 | 5.592.496.813,00 | 49.191.900,00 0,00 0,00 | 5.641.688.713,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-01-17 16:04:25
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Tidak
Operasi Modal Transfer Jumlah Belanja
Terduga
2 |13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 g'ur;ﬁlfu':neg;berdayaa” Masyarakat dan Desa Kab. 0,00 | 5.592.496.813,00 | 49.191.900,00 0,00 0,00 | 5.641.688.713,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 |14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 0,00 11'969'964'807'8 1'235'670'000'8 0,00 0,00 13'205'634'807’3
BERENCANA
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2 14 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 11'969'964'807’8 1'235'670'000’g 0,00 0,00 13'205'634'807’8
Kab. Bulukumba
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 18.643.647.815,0 18.674.619.815,0
2 |15 PERHUBUNGAN 1.691.307.000,00 o | 3097200000 0,00 0,00 0
2 |15 | 2.15.1.05.0.00.01.0000 | Dinas Perhubungan Kab. Bulukumba 1.691.307.000,00 18'643'647'815'8 30.972.000,00 0,00 0,00 18'674'619'815'8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI
2 |16 DAN INFORMATIKA 0,00 | 3.941.964.845,00 0,00 0,00 0,00 | 3.941.964.845,00
2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 g'ur;jlfumr)g“”'kas" informatika dan Bersandian Kab. 0,00 | 3.941.964.845,00 0,00 0,00 0,00 | 3.941.964.845,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,
2 |17 USANA KEGIL DAN MENENGAH 0,00 | 7.166.870.728,00 0,00 0,00 0,00 | 7.166.870.728,00
2 |17 | 2.17.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga 0,00 | 301.108.400,00 0,00 0,00 0,00 |  301.108.400,00
Kerja Kab. Bulukumba
2 | 17 | 2.17.0.00.0.00.02.0000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga 0,00 | 2.702.458.372,00 0,00 0,00 0,00 | 2.702.458.372,00
Kerja Kab. Bulukumba
2 |17 | 3.31.3.30.2.17.01.0000 g'url‘slfu':neggagangan dan Perindustrian Kab. 0,00 | 4.163.303.956,00 0,00 0,00 0,00 | 4.163.303.956,00
2 |18 ag%%*_’\' PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN 0,00 | 4.991.228.755,00 0,00 0,00 0,00 | 4.991.228.755,00
2 | 18 | 2.18.2.07.0.00.01.0000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 0,00 | 4.991.228.755,00 0,00 0,00 0,00 | 4.991.228.755,00
Satu Pintu Kab. Bulukumba
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN 4.977.655.000,0
2 |19 DAN OLAHRAGA 0,00 | 1.737.760.425,00 0 0,00 0,00 | 6.715.415.425,00
2 |19 | 3.26.2.19.0.00.01.0000 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. 0,00 | 1.737.760.425,00 | 4977:655.000,0 0,00 0,00 | 6.715.415.425,00
Bulukumba 0
2 |20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0,00 30.480.050,00 0,00 0,00 0,00 30.480.050,00
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan . Tidak .

Operasi Modal Terduga Transfer Jumlah Belanja
2 |20 |21622122001.0000 | pihasKomunikasi, informatika dan Persandian Kab. 0,00 30.480.050,00 0,00 0,00 0,00 30.480.050,00
2 |21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 |21 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 gmiu'fﬁg“”ik“i' Informatika dan Persandian Kab. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 |22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 000 | 3.838.413.409,00 | 20405500855 0,00 000 | 242939142592
2 |22 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba 0,00 | 3.871.613.550,00 20'405'500'8%% 0,00 0,00 24'277'114'400'8
2 |22 | 1.01.2.22.0.00.01.01 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 0,00 16.799.859,00 0,00 0,00 0,00 16.799.859,00
2 |23 gggﬁﬁg‘&i’ﬁﬁmm”m BIDANG 0,00 | 2.741.605.274,00 | 83.244.300,00 0,00 0,00 | 2.824.849.574,00
2 | 23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 gmfufnegfipa" dan Perpustakaan Daerah Kab. 0,00 | 2.741.605.274,00 |  83.244.300,00 0,00 0,00 | 2.824.849.574,00
2 |24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0,00 45.167.200,00 0,00 0,00 0,00 45.167.200,00
2 |24 | 223224.00001.0000 | Dihas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kab. 0,00 45.167.200,00 0,00 0,00 0,00 45.167.200,00
5 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 18.176.136.0000 | 56.867.773.360.0 | 55.433.800.000, 0.00 000 | 112301573360
s | s URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN 150000.000,00 | 10:180.76L6640 | 1.333.500.000,0 0,00 000 | 115142616640
3 | 25 | 3.25.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perikanan Kab. Bulukumba 150.000.000,00 | 101807616640 | 1.333:500.000.9 0,00 000 | 15142016640
3 |26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 1220000000001 7 948 061.930,00 | 25.000.000,00 0,00 0,00 | 7.973.061.930,00
3 |26 | 3.26.2.19.0.00.01.0000 gmﬁsu':;"gzvisata’ Pemuda dan Olah Raga Kab. 12'500'000'000'8 7.948.061.930,00 |  25.000.000,00 0,00 0,00 | 7.973.061.930,00
3 |27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 526.136.000,00 | 44707934660 | 2:240.300.000.9 0,00 000 | 36711093466,
3 27 | 3.27.2.09.0.00.01.0000 gmiiulfnet;fnian dan Ketahanan Pangan Kab. 526.136.000,00 34.470.793.466,8 2.240.300.000,(()) 0.00 0.00 36.711.093.466,8

SIPD-RI : dicetak pada 2024-01-17 16:04:25
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Tidak
Operasi Modal Transfer Jumlah Belanja
Terduga

3 |28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 0,00 37.602.000,00 0,00 0,00 0,00 37.602.000,00
3 | 28 | 2.11.3.28.0.00.01.0000 gbr;ﬁlfu%”bga'l‘“r‘ga” Hidup dan Kehutanan Kab. 0,00 37.602.000,00 0,00 0,00 0,00 37.602.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 51.775.000.000, 53.547.810.600,0
3 |30 PERDAGANGAN 0,00 | 1.772.810.600,00 o0 0,00 0,00 0
3 30 | 3.31.3.30.2.17.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. 0,00 | 1.772.810.600,00 51.775.000.000, 0.00 0,00 53.547.810.600,0
Bulukumba 00 0

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3 |31 PERINDUSTRIAN 6.000.000.000,00 | 2.457.743.700,00 |  60.000.000,00 0,00 0,00 | 2.517.743.700,00
3 |31 | 3.31.3.30.2.17.01.0000 gmiu'ﬁgaganga” dan Perindustrian Kab. 6.000.000.000,00 | 2.457.743.700,00 |  60.000.000,00 0,00 0,00 | 2.517.743.700,00
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 60'945'484'804'8 1'672'211'123'3 12.000.000,00 0,00 62'629'695'927'8
4 o SEKRETARIAT DAERAH 0.00 24.476.076.688,8 1.629.581.123,g 12.000.000,00 0.00 26.117.657.811,8
4 |01 |401.0.0000001.0000 | Sekretariat Daerah Kab. Bulukumba 0,00 24'476'076'688'8 1'629'581'123'3 12.000.000,00 0,00 26'117'657'811'8
4 |o2 SEKRETARIAT DPRD 0,00 36'469'408'116'8 42.630.000,00 0,00 0,00 36'512'038'116'8
4 |02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat DPRD Kab. Bulukumba 0,00 36'469'408'116'8 42.630.000,00 0,00 0,00 36'512'038'116'8
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2.806.241.812.72 | 34.730.755.4280 | 540 500 551 oo | 3.000.002.602 | 186.104.616.347 | 224.174.594.628,
0,00 0 ,00 .00 00
5 |o1 PERENCANAAN 0,00 | 7.586.015.672,00 | 266.609.201,00 0,00 0,00 | 7.852.624.873,00
5 |01 |5.01.5.0500001.0000 | BadanPerencanaan Pembangunan, Riset dan 0,00 | 7.586.015.672,00 | 266.609.201,00 0,00 0,00 | 7.852.624.873,00

Inovasi Daerah Kab. Bulukumba
5 | o2 KEUANGAN 2.806.241.812.72 | 19.806.714.4280 | 15 o110 oo | 3.000.002.602 | 186.104.616.347 | 208.983.944.427,
0,00 0 ,00 .00 00
1.363.960.729.36

5 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bulukumba 0.00 736.137.450,00 72.611.050,00 0,00 0,00 808.748.500,00
5 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bulukumba 1'363'960'728'88 8.400.056.984,00 0,00 3'000'002'685 186'104'616'335 197'504'675'9%%
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan . Tidak .

Operasi Modal Terduga Transfer Jumlah Belanja
5 |02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba 78'320'354'000'8 10'670'519'994'8 0,00 0,00 0,00 10'670'519'994'8
5 |03 KEPEGAWAIAN 0,00 | 4.516.985.878,00 0,00 0,00 0,00 | 4.516.985.878,00
5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 gz‘;g“M';iZi?;V};’ZE”B%?SkEm%emba”ga” Sumber 0,00 | 4.516.985.878,00 0,00 0,00 0,00 | 4.516.985.878,00
5 |04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0,00 | 1.187.768.550,00 0,00 0,00 0,00 | 1.187.768.550,00
5 | 04 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 gzganﬁiﬂz?:"&’:ﬁ”B‘l"l":kE;T)%emba”ga” Sumber 0,00 | 1.187.768.550,00 0,00 0,00 0,00 | 1.187.768.550,00
5 |05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00 | 1.633.270.900,00 0,00 0,00 0,00 | 1.633.270.900,00
5 |05 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 ﬁ%ﬂi’;ﬁ;g:‘;ﬂﬁ” gﬁmlﬁ’:;%‘;”a”' Riset dan 0,00 | 1.633.270.900,00 0,00 0,00 0,00 | 1.633.270.900,00
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 000 | 1108239651901 255 973 350,00 0,00 000 | 11:998.369.869,0
6 |o1 INSPEKTORAT DAERAH 0,00 11'682'396'519'8 285.973.350,00 0,00 0,00 11'968'369'869'8
6 |01 |6.01.0.00.0.00.01.0000 | Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba 0,00 11'682'396'519'8 285.973.350,00 0,00 0,00 11'968'369'869'8
; UNSUR KEWILAYAHAN 0.00 43.500.210.070,8 3.277.771.785,3 0.00 0.00 46.777.981.855,8
- KECAMATAN 0.00 43.500.210.070,8 3.277.771.785,8 0.00 0.00 46.777.981.855,8
7 | o1 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU 000 | HO249L704L0 398 503 260,00 0,00 000 | 1423420901
7 | o1 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE 0,00 | 2.892.682.254,00 | 143.477.101,00 0,00 0,00 | 3.036.159.355,00
7 | o1 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA 0,00 | 4.197.218.511,00 | 506.062.279,00 0,00 0,00 | 4.703.280.790,00
7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | KANTOR KECAMATAN RILAU ALE 0,00 | 3.699.990.954,00 | 152.850.500,00 0,00 0,00 | 3.852.841.454,00
7 | o1 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | KANTOR KECAMATAN GANTARANG 0,00 | 4.859.899.108,00 | 571.880.050,00 0,00 0,00 | 5.431.779.158,00
7 | o1 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | KANTOR KECAMATAN KINDANG 0,00 | 2.228.608.880,00 | 170.000.000,00 0,00 0,00 | 2.398.608.880,00
7 | o1 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | KANTOR KECAMATAN HERLANG 0,00 | 2.729.323.802,00 | 320.000.015,00 0,00 0,00 | 3.049.323.817,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-01-17 16:04:25
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan . Tidak .

Operasi Modal Terduga Transfer Jumlah Belanja

7 |01 | 7.01.0.00.0.00.08.00 KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO 0,00 | 3.006.937.488,00 98.839.500,00 0,00 0,00 | 3.105.776.988,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI 0,00 | 5.276.851.933,00 [ 565.440.000,00 0,00 0,00 | 5.842.291.933,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 KANTOR KECAMATAN KAJANG 0,00 | 3.583.779.499,00 [ 350.719.080,00 0,00 0,00 | 3.934.498.579,00
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 000 | 32057:023.489, 0,00 0,00 000 | 32057:023.489,
8 |o1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 000 | 32057:023.489, 0,00 0,00 000 | 32057:023.489,0
8 01 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 32'057'023'489’8 0,00 0,00 0,00 32'057'023'489’8
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 (o1 KECAMATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.01.01 KELURAHAN TANAH KONGKONG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.01.02 KELURAHAN BINTARORE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.01.03 KELURAHAN KASIMPURENG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.01.04 KELURAHAN BENTENGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.01.05 KELURAHAN TERANG-TERANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.01.06 KELURAHAN LOKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.01.07 KELURAHAN CAILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.01.08 KELURAHAN ELA-ELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.01.09 KELURAHAN KALUMEME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.02.01 KELURAHAN DANNUANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.03.01 KELURAHAN JAWI-JAWI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.03.02 KELURAHAN BALLASARAJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.03.03 KELURAHAN TANETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.05.01 Kelurahan Matekko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan . Tidak .
Operasi Modal Terduga Transfer Jumlah Belanja
7 01 | 7.01.0.00.0.00.05.02 Kelurahan Jalanjang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.05.03 Kelurahan Mariorennu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.06.01 KELURAHAN BORONGRAPPOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.07.01 KELURAHAN TANUNTUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.07.02 KELURAHAN BONTOKAMASE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.08.01 KELURAHAN EKA TIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.09.01 KELURAHAN SAPOLOHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.09.02 KELURAHAN BENJALA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.09.03 KELURAHAN TANAH LEMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.09.04 KELURAHAN TANAH BERU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.10.01 Kelurahan Laikang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.10.02 Kelurahan Tanah Jaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.956.944.974.72 | 1.085.779.939.28 | 318.087.687.123 | 3.012.002.602 | 186.104.616.347 | 1.592.984.245.36
0,00 8,00 ,00 ,00 ,00 0,00
Kab. Bulukumba, 29 Desember 2023
Bupati
MUCHTAR ALI YUSUF
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KABUPATEN BULUKUMBA

Lampiran 11 :

Peraturan Daerah

Nomor : 05 Tahun 2023

Tanggal : 29 Desember 2023

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1.592.984.245.360,0

4 PENDAPATAN DAERAH 0
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 247.462.000.000,00
4.1.01 Pajak Daerah 78.320.354.000,00
4.1.02 Retribusi Daerah 26.864.950.175,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.000.000.000,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 137.276.695.825,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1'344'814'245'360'8
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1'251'944'631'000’8
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 92.869.614.360,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 708.000.000,00
4.3.01 Pendapatan Hibah 420.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
4.3.03 Perundang-Undangan 288.000.000,00
BELANJA DAERAH
Urusan

Pemerintahan

: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

:1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi

:1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

:1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba

Program

:1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Indikator Hasil

: Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 -15 Thun yng brprtisipsi dim pndidikn dsr (SPM), Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 =18 Thun
yng blum mnylsikn pndidikn dsr dn tu mnngh yng prprtisipsi dim pndidikn kstrn (SPM)

Kegiatan

:1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Persentase warga negara usia 7-13 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.359.870.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM




5

BELANJA DAERAH

5.2

BELANJA MODAL

5.2.03

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

323.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.149.192.950,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8.260.494.879,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.991.833.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 80.443.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.218.431.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.2

BELANJA MODAL

5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

218.000.000,00




Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 236.250.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.500.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Indikator Keluaran

: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/lLomba Akademik dan Non Akademik

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 547.577.580,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar|

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian

Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 971.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.644.175.544,00
5.1.05 Belanja Hibah 661.760.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.610.607.600,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.676.636.856,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

51

BELANJA OPERASI




5.1.01

Belanja Pegawai

546.000.000,00

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

149.999.900,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 953.720.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.666.125.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.291.500,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,

kekerasan, dan intoleransi

Indikator Keluaran

: Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.262.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.133.225.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat




KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.637.870.650,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.120.950,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 21.060.897.299,00
Kegiatan :1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Persentase warga negara usia 13-15 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada Jenjang Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 511.640.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 134.071.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium
Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.952.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0010 Pembangunan Fasilitas Parkir

Indikator Keluaran

: Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun




KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.010.667.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8.574.890.820,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 160.886.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 995.504.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium

Indikator Keluaran

: Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.363.300.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Keluaran

:Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 609.926.000,00




Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 996.950.000,00

Sub Kegiatan

: 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Indikator Keluaran

: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/lLomba Akademik dan Non Akademik

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.877.828.810,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian

Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 786.480.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.985.319.351,00
5.1.05 Belanja Hibah 290.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1.116.751.149,00




5.2.05

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

988.489.500,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 107.640.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.166.400,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 133.863.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 301.639.500,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

[object Object]

null

[object Object]

null

0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,

kekerasan, dan intoleransi

Indikator Keluaran

: Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.240.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

134.186.550,00




Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

[object Object]

null

[object Object]

null

0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 613.968.000,00
Kegiatan :1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Indikator Keluaran

: Persentase warga negara usia 5 — 6 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD)

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.196.267.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.968.991.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 294.240.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM




5

BELANJA DAERAH

5.2

BELANJA MODAL

5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

640.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian

Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
51 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah 6.613.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 399.162.500,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.370.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.481.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00
Kegiatan :1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada Jenjang Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0001 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun




KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 840.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian

Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

[object Object]

null

[object Object]

null

0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah 3.859.900.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.196.600,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru
Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH




5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 345.919.750,00
5.1.05 Belanja Hibah 62.500.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.993.750,00
Program :1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

Indikator Hasil

Kegiatan

:1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

Sub Kegiatan

:1.01.03.2.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00
Kegiatan :1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Indikator Keluaran

Sub Kegiatan

:1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Indikator Keluaran

: Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object]

null 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.03.2.02.0005 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal

Indikator Keluaran

: Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object]

null 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Nonformal

Indikator Keluaran

: Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal yang Tersusun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Program :1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Indikator Hasil

: Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-1V, Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah

Kegiatan

:1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,
PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah PTK yang ditingkatkan kompetensinya untuk memenuhi standar kompetensi

Sub Kegiatan

:1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,
dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH




5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 493.068.750,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.820.350,00
Program 1 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN

Indikator Hasil

: Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan

Kegiatan

:1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Indikator Keluaran

: Persentase Satuan Pendidikan Dasar Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah

Sub Kegiatan

:1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh

Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang

Diselenggarakan oleh Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00
Kegiatan :1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Indikator Keluaran

: Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan PAUD

dan Nonformal

Sub Kegiatan

:1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh

Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan

oleh Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.999.900,00

Sub Kegiatan

:1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang

Diselenggarakan oleh Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal

yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.999.950,00
Program :1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)

Kegiatan

:1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Keterpenuhan Dok Perencanaan dan Evaluasi

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00




Sub Kegiatan

:1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Kegiatan :1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi keuangan
Sub Kegiatan :1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 374.089.340.567,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 194.160.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 756.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.440.000,00
Kegiatan :1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM




[object Object] null
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Kegiatan :1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Pelayanan Peningkatan Kapasitas SDM
Sub Kegiatan :1.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran

: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Kegiatan :1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan




KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.964.750,00
Sub Kegiatan :1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.450.290,00
Sub Kegiatan :1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.974.650,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.660.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00
Kegiatan :1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

: Cakupan Barang Milik Daerah yang diadakan

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

[object Object]

null

0,00




Sub Kegiatan

:1.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object]

null 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.700.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.102.000,00
Kegiatan :1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah jasa penunjang yang disiapkan

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.182.420,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 292.206.000,00
Kegiatan :1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: persentase barang milik yang disiapkan dan terpelihara dalam kondisi baik

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

51

BELANJA OPERASI




5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

27.513.597,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.790.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Organisasi :1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

:1.01.2.22.0.00.01.01 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Kegiatan

:1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi keuangan

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Kegiatan :1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran
Sub Kegiatan :1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00




Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Kegiatan :1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah jasa penunjang yang disiapkan

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00
Kegiatan :1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: persentase barang milik yang disiapkan dan terpelihara dalam kondisi baik

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object]

null 0,00

Bidang Urusan

:1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi

: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA

Indikator Hasil

: %ib hmil y dpt ply ksht str, %ib hmil y dpt fslts ply ksht,%byi br Ihr umr 0-28 hri y dpt ply ksht str,%Blit y brmr 0-59
bin y dpt ply ksht, %nk usi pndidkn dsr y dpt ply ksht str,%org brusi Ibh dr 60 th y dpt ply ksht str,%org y brusi 15 th kts
y mdrit Hiprtnsi y dpt ply ksht str,%org y brusi 15 th kts y mdrit DM y dpt ply ksht str,%ODG brt y dpt ply ksht str,%org
trdg TBCy dpt ply ksht str,%prslin difslts ply ksht,%Blit y dpt ply ksht ssi str,Rso pksms trhdp jml pddk%org brusi
15-59 th y dpt ply ksht str, Rasio pksmas trhdp jml pddk

Kegiatan

:1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan ketersediaan Sarana, Prasarana dan AlkesUKP dan UKM Rujukan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas
Indikator Keluaran : Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM




[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 8.050.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.568.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 800.000.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.248.400.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 70.000.000,00
[object Object] [object Object]
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai

Standar
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 35.560.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.200.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.844.887.600,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 105.926.250,00

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.453.448.300,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

:Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas

Kesehatan Lainnya

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 18.040.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.104.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 15.089.185.770,00




5.2.04

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan
Pemeliharaan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 392.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 10.680.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.369.550,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 831.409.027,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.284.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman
di Fasilitas Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
yang disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 31.110.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.228.819.957,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,
Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke
Fasilitas Kesehatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 244.636.100,00

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota




Indikator Keluaran

: Persentasi capaian indikator Standar pelayanan minimal bidang kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.999.900,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Indikator Keluaran

: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Indikator Keluaran

: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.728.400,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.428.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Indikator Keluaran

: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.770.700,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Indikator Keluaran

: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar




KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.266.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Indikator Keluaran

: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.578.100,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Indikator Keluaran

: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.253.500,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.463.650,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.777.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.316.000,00
5.1.05 Belanja Hibah 150.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH




5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

26.716.200,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana

dan/atau Berpotensi Bencana

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat

Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.996.550,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.554.745.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.940.350,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.468.200,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.980.450,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional

Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional

Lainnya

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

51

BELANJA OPERASI




5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

167.992.150,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.599.700,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.050,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Indikator Keluaran

: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.050,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.369.700,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 389.503.500,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 22.320.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.482.182.750,00

5.2

BELANJA MODAL




5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

3.163.500,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

(Fasyankes) dan Sekolah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.500.200,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium

Rujukan/Nasional

Indikator Keluaran

: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang

Didistribusikan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.607.100,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.259.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 636.863.813,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 12.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.781.881.200,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI




5.1.02

Belanja Barang dan Jasa 124.499.850,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.309.950,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.516.350,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Indikator Keluaran

: Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu
Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.966.579,00
Kegiatan 1 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Indikator Keluaran

: Persentasi instansi/sarana kesehatan yg menerapkan sistem informasi berbasis teknologi (web)

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.471.150,00

Kegiatan :1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu layanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C,
D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti
Perizinannya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.174.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota




Indikator Keluaran

: Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan

Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 7.260.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.780.000,00
Program :1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar

Kegiatan

:1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentasi praktek tenaga kesehatan yg dibina dan diawasi

Sub Kegiatan

:1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.499.250,00

Sub Kegiatan

:1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga

Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik

Tenaga Kesehatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.999.850,00
Kegiatan :1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM

di Wilayah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentasi pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar

Sub Kegiatan

:1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan




Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.972.500,00

Sub Kegiatan

:1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.000.050,00

Sub Kegiatan

:1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.354.300,00

Kegiatan :1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentasi tenaga kesehatan yg telah ditingkatkan kompetensinya

Sub Kegiatan

:1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan
Kompetensinya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 970.377.925,00
Program 1 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Indikator Hasil

: Persentase ketersediaan ALKES Sesuai standar,Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Bahan Medis Pakai
sesuai standar

Kegiatan

:1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)

Indikator Keluaran

: Pesentasi apotek, toko obat, toko alkes, optikal dan Umot yg memiliki izin

Sub Kegiatan

:1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko
Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.983.000,00




Kegiatan

1 1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Persentasi PKRT yg duawasi dan bersertifikat laik

Sub Kegiatan

:1.02.04.2.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat
Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat
Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.134.450,00

Kegiatan :1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,

untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Persentasi produksi pangan industri Rumah tangga yg duawasi dan bersertifikat laik

Sub Kegiatan

:1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang
Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai 1zin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang
Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.405.000,00

Kegiatan :1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,

Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Indikator Keluaran

: Persentasi TPM dan DAM yg diawasi dan bersertifikat laik

Sub Kegiatan

:1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik
Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air
Minum (DAM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik
Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air
Minum (DAM)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.310.950,00
Kegiatan :1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

Indikator Keluaran

: Persentasi pembinaan pd sentra nakanan jajanan dan pemberian stiker

Sub Kegiatan

:1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan
Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada
Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.200,00




Kegiatan

:1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan
Minuman Industri Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Persentasi pengawasan post market pd produksi dan produk makanan minunan IRT

Sub Kegiatan

:1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar
dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

Indikator Keluaran

: Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan
Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.845.450,00
Program 1 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase Keluarga Ber PHBS

Kegiatan

:1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: persentasi kelompok masyarakat di desa/kelurahan yg berpartisipasi dim pembangunan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.999.800,00
Kegiatan :1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: persentasi masyarakat ditempat kerja dan tempat umum yg ber PHBS

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.999.950,00

Kegiatan :1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentasi UKBM yg purnama atau mandiri

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.349.950,00
Program :1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan )




Kegiatan

:1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: % Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.896.400,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.058.850,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.515.450,00
Sub Kegiatan :1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.992.250,00
Kegiatan :1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik (dinas kesehatan)

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 62.869.490.296,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

51

BELANJA OPERASI




5.1.01

Belanja Pegawai

256.260.000,00

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

2.662.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.360.250,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.388.200,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.440.650,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.318.400,00
Kegiatan :1.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: terlaksananya pengelolaan administrasi retribusi yankes di puskesmas dan jaringannya

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI




5.1.01

Belanja Pegawai

423.685.950,00

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

283.377.450,00

Kegiatan

:1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai standar

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.849.500,00
Sub Kegiatan :1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.476.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.448.950,00
Kegiatan :1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Terlaksananya pelayanan administrasi umum di instansi kesehatan, puskesmas dan jaringannya

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.545.500,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 295.379.374,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM




5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

58.810.850,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.956.250,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.154.150,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.017.650,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 292.231.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

: terlaksananya pengadaan kendaraan dinas perorangan, kendaraan dinas operasiobal dan pusk keliling serta

ambulans

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00

Kegiatan

:1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: tersedianya jasa penunjang pelayanan urusan pemerintahan bidang kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM




5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa 716.865.204,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.440.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 11.460.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.187.560.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintahan bidang kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.468.760,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.481.750,00
Kegiatan :1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Terlaksananya pengelolaan keuangan secara langsung dan mandiri oleh RS utk mendukung peningkatan mutu
layanan Rumah Sakit dan Puskesmas

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 8.460.000,00




5.1.02

Belanja Barang dan Jasa 270.492.550,00

Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0002 Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja Kab. Bulukumba

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA

Indikator Hasil

: %ib hmil y dpt ply ksht str, %ib hmil y dpt fslts ply ksht,%byi br Ihr umr 0-28 hri y dpt ply ksht str,%Blit y brmr 0-59
bin y dpt ply ksht, %nk usi pndidkn dsr y dpt ply ksht str,%org brusi Ibh dr 60 th y dpt ply ksht str,%org y brusi 15 th kts
y mdrit Hiprtnsi y dpt ply ksht str,%org y brusi 15 th kts y mdrit DM y dpt ply ksht str,%ODG brt y dpt ply ksht str,%org
trdg TBCy dpt ply ksht str,%prslin difslts ply ksht,%BlIit y dpt ply ksht ssi str,Rso pksms trhdp jml pddk%org brusi
15-59 th y dpt ply ksht str, Rasio pksmas trhdp jml pddk

Kegiatan

:1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan ketersediaan Sarana, Prasarana dan AlkesUKP dan UKM Rujukan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.378.815.249,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit

Indikator Keluaran

: Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis
pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenubhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk
minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.650.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.373.000.000,00
Program :1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan )

Kegiatan

:1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik (dinas kesehatan)

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 26.127.597.855,00
Kegiatan :1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Terlaksananya pengelolaan keuangan secara langsung dan mandiri oleh RS utk mendukung peningkatan mutu
layanan Rumah Sakit dan Puskesmas

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM




BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 32.960.906.452,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.189.918.168,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.781.585.936,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.817.589.444,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Caile Kab. Bulukumba

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 49.680.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.521.712.831,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 132.449.973,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Ujung Loe Kab. Bulukumba

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 53.190.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.919.780.978,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 93.823.850,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Ponre Kab. Bulukumba

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 53.040.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.488.703.671,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73.564.050,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Bonto Bangun Kab. Bulukumba

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 51.480.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.409.205.486,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 146.604.600,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Tanete Kab. Bulukumba

5.1

BELANJA OPERASI

5.1.01

Belanja Pegawai

51.240.000,00




5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.569.756.331,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 68.000.000,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Bonto Bahari Kab. Bulukumba

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 47.580.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.574.984.013,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.366.667,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Gattareng Kab. Bulukumba

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 48.660.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.989.176.382,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.303.700,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Bontonyeleng Kab. Bulukumba

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 43.620.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.396.953.703,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.627.500,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Borong Rappoa Kab. Bulukumba

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.127.703,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Manyampa Kab. Bulukumba

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 21.540.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 688.278.583,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.046.320,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Palangisang Kab. Bulukumba




5.1

BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 43.620.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.349.853.378,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.272.850,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Balibo Kab. Bulukumba

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 43.620.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.669.937.133,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.000.000,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Salassae Kab. Bulukumba

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 43.620.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.574.148.805,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.548.393,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Lembanna Kab. Bulukumba

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 43.620.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.775.095.193,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 87.288.131,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Herlang Kab. Bulukumba

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 43.620.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.811.705.155,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 107.900.231,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Bonto Tiro Kab. Bulukumba

5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 46.860.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.735.695.722,00

5.2

BELANJA MODAL




5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

82.467.900,00

Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Karassing Kab. Bulukumba

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 43.620.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.102.795.180,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.287.607,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Batang Kab. Bulukumba

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 45.420.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.514.549.071,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.321.842,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Tanah Toa Kab. Bulukumba

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 43.620.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.316.272.073,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.432.700,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Kajang Kab. Bulukumba

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 43.620.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.176.582.306,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.470.000,00

Bidang Urusan

: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi

:1.03.2.15.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

:1.03.2.15.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Bulukumba

Program

:1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Indikator Hasil

: Persentase luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi

Kegiatan

:1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Meningkatnya penanganan bangunan SDA pengendali banjir, Embung/Bangunan Penampung ari lainnya, serta

normalisasi saluran sungai

Sub Kegiatan

:1.03.02.2.01.0081 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banijir

Indikator Keluaran

: Panjang Kanal Banijir yang Dioperasikan dan Dipelihara




KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 8.050.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 817.341.450,00

Sub Kegiatan

:1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai

Indikator Keluaran

: Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.03.02.2.01.0125 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
Indikator Keluaran : Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

:1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan,

Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan

Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 22.920.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.997.490.000,00
Kegiatan :1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang

Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase jaringan irigasi kondisi baik

Sub Kegiatan

:1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan

Indikator Keluaran

: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 26.095.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.493.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.424.109.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan




Indikator Keluaran

: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 41.125.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.382.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 8.980.090.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Indikator Keluaran

: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 19.100.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 996.034.150,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 133.825.960,00
Program 1 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Indikator Hasil

: Prsnts Pnduduk Brkss ir Minum, Prsnts Jumlh wrg ngr yng mmprolh kbutuhn pokok ir minum shri-hri (SPM)

Kegiatan

:1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah SPAM/Perpipaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Sub Kegiatan

:1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

Indikator Keluaran

: Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 19.320.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.323.337.024,00

Sub Kegiatan

:1.03.03.2.01.0027 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa

Indikator Keluaran

: Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00
Program 1 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Indikator Hasil

: Persentase Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik (SPM)

Kegiatan

:1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Rumah Tangga Bersanitasi dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

:1.03.05.2.01.0024 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi




KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 14.520.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.407.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.05.2.01.0025 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan

Indikator Keluaran

: Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 12.100.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 435.081.000,00
Program :1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Indikator Hasil

: Persentase panjang talud/ drainase yang baik, Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran

Pembuangan Air (Minimal 1.5 M)

Kegiatan

:1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Panjang Talud/drainase yang baik

Sub Kegiatan

:1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 14.100.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.924.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.664.044.560,00

Sub Kegiatan

:1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00
Program :1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Indikator Hasil

: Persentase Bangunan Gedung pemerintah yang dibangun dan rekomendasi IMB yang terbit

Kegiatan

:1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian 1zin Mendirikan

Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Indikator Keluaran

: Jumlah Bangunan Gedung yang terbangun dan jumlah rekomendasi IMB yang terbit




Sub Kegiatan

:1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk

Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk

Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 37.950.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.733.063.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.053.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),

Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB),
Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

Indikator Keluaran

: Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan

Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim

Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.760.000,00
Program :1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Indikator Hasil

: Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan

Kegiatan

:1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Panjang jalan dalam kondisi baik

Sub Kegiatan

:1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan

Indikator Keluaran

: Panjang Jalan yang Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00
Sub Kegiatan :1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan
Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Direkonstruksi
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 51.080.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.243.000,00

5.2

BELANJA MODAL




5.2.04

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

41.702.340.313,00

Sub Kegiatan

:1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan

Indikator Keluaran

: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 39.490.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.652.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 13.175.214.472,00

Sub Kegiatan

:1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Jembatan yang Dibangun

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 19.100.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.528.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.645.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan

Indikator Keluaran

: Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 14.520.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.815.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan

Indikator Keluaran

: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 6.440.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.340.345.719,00
Program :1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Indikator Hasil

: Persentase tenaga kerja trampil yang bersertifikat

Kegiatan

:1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Indikator Keluaran

: Jumlah tenaga kerja trampil yang dilatih




Sub Kegiatan

:1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis

Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.235.500,00
Kegiatan :1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah peralatan laboratorium dan dokumen yang diuji

Sub Kegiatan

:1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 2.525.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.952.000,00
Program :1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Indikator Hasil

: Persentase Jumlah dokumen penataan ruang yang hasilkan

Kegiatan

:1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)
Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen penataan ruang yang hasilkan

Sub Kegiatan

:1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 14.520.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.579.500,00

Sub Kegiatan

:1.03.12.2.01.0007 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang

Indikator Keluaran

: Jumlah publikasi informasi penataan ruang

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00

Kegiatan

:1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Frekuensi pengawasan dan koordinasi yang dilakukan

Sub Kegiatan

:1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object]

null 0,00

Program

:1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA




Indikator Hasil

: Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang)

Kegiatan

:1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dihasilkan dan dievaluasi

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 14.520.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.593.200,00
Kegiatan :1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 8.186.630.013,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 255.420.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
Kegiatan :1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran

: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Kegiatan

:1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah




Indikator Keluaran

: Persentase Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.395.000,00
Sub Kegiatan :1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.262.048,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.624.000,00
Kegiatan :1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Barang barang milik daerah yang diadakan

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakal

n

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.023.002.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.2

BELANJA MODAL




5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

82.303.651,00

Kegiatan

:1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Terbayarnya jasa penunjang urusan kantor

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.874.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 9.660.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 703.560.000,00
Kegiatan :1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah aset dinas PUTR yang dipelihara

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 6.060.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.380.000,00




Sub Kegiatan

:1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Bidang Urusan

: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Organisasi

:1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

:1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bulukumba

Program

:1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Indikator Hasil

: Persentase rumah layak Huni dan kawasan kumuh

Kegiatan

:1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Rumah Layak Huni bagi masyarakat Korban bencana atau Relokasi Program Pemerintah

Sub Kegiatan

:1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

Indikator Keluaran

: Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 17.600.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.641.050,00

Sub Kegiatan

:1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

Indikator Keluaran

: Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

:1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Program : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Indikator Hasil

: Terlaksananya Program Permukiman dan Permukiman Kumuh
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau

Kegiatan

:1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Indikator Keluaran

: Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Pencegahan Timbulnya Kawasan Kumuh Baru

Sub Kegiatan

:1.04.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object]

null 0,00

Sub Kegiatan

:1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman




Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Kegiatan :1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10

(Sepuluh) Ha

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen dan database Penetapan lokasi permukiman kumuh

Sub Kegiatan

: 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.04.03.2.02.0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh

Indikator Keluaran

: Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

: 1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Kegiatan :1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Indikator Keluaran

: Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani

Sub Kegiatan

:1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Indikator Keluaran

: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 4.235.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.239.900,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 92.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh

Indikator Keluaran

: Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 35.120.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.735.150,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 14.250.000.000,00




Program

: 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Indikator Hasil

: Meningkatnya Prasarana Sarana dan Utilitas Umum

Kegiatan

:1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Indikator Keluaran

: Persentase Perencanaan dan Ketersediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum Perumahan

Sub Kegiatan

:1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi
Hunian

Indikator Keluaran

: Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.100.000,00
Program :1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: "Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur,
kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan

Kegiatan

:1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: "Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur,
kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan”

Sub Kegiatan

:1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 6.060.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.683.950,00

Sub Kegiatan

:1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00
Kegiatan :1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum,Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun

Sub Kegiatan

:1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 2.822.616.682,00

Sub Kegiatan

:1.04.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH




5.1

BELANJA OPERASI

5.1.01

Belanja Pegawai

15.960.000,00

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

2.103.150,00

Sub Kegiatan

:1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 65.580.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.530.150,00

Sub Kegiatan

:1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.275.800,00
Kegiatan : 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah ASN yang Mengikuti Diklatpim dan Bimbingan Teknis

Sub Kegiatan

:1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran

: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

:1.04.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
Kegiatan :1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum

Sub Kegiatan

:1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.497.000,00

Sub Kegiatan

:1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan




KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 730.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.300.000,00

Sub Kegiatan

:1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.498.020,00
Sub Kegiatan :1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 1.185.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.567.220,00

Sub Kegiatan

:1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.279.450,00

Sub Kegiatan

:1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.018.000,00
Kegiatan :1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

: Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:1.04.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

[object Object]

null

[object Object]

null

0,00




Sub Kegiatan

:1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 730.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.847.470,00
Kegiatan :1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum

Sub Kegiatan

:1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.570,00

Sub Kegiatan

:1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 494.760.000,00
Kegiatan :1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum

Sub Kegiatan

:1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.750.000,00

Sub Kegiatan

:1.04.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 3.200.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.580.000,00

Bidang Urusan

: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN

MASYARAKAT




Organisasi

:1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

:1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bulukumba

Program

1 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Indikator Hasil

: Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM), Persentase Jumlah
Warga Negara yang memperoleh layananpencegahan dankesiapsiagaan terhadap bencana (SPM), Persentase
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)

Kegiatan

:1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

:1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis
Ancaman Bencana)

Indikator Keluaran

: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang
memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan
tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 3.600.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.163.000,00
Kegiatan :1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Indikator Keluaran

: Persentase Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub Kegiatan

:1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontijensi
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.03.2.02.0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object]

null 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis
ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Kegiatan : 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Indikator Keluaran

: Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sub Kegiatan

:1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam
berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat




KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 4.320.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 583.294.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00
Kegiatan :1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Indikator Keluaran

: Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Sub Kegiatan

:1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

[object Object]

null

0,00

Sub Kegiatan

:1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan

Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 3.600.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.097.000,00
Program :1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BPBD)

Kegiatan

:1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase peningkatan kualitas administrasi keuangan

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 1.045.662.883,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 31.980.000,00




5.1.02

Belanja Barang dan Jasa 79.710.000,00

Kegiatan

:1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00
Kegiatan :1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Penyediaan Administrasi Umum

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.353.800,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.932.000,00
Kegiatan :1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00
Kegiatan :1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH




5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa 26.090.400,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.115.800,00
Kegiatan :1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.434.400,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00

Organisasi

:1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

:1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Bulukumba

Program

:1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Indikator Hasil

: Persentase Penegakan Perda, Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan
hukum Perda dan perkada (SPM)

Kegiatan

:1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Terciptanya Situasi yang aman dan tentram serta kondusif dalam wilayah Kabupaten Bulukumba

Sub Kegiatan

:1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Tingkat Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object]

null 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object]

null 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat
Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia




Indikator Keluaran

: Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object]

null 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan
Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan
Kejahatan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object]

null 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah
Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

Indikator Keluaran

:Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah
Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object]

null 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan
Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Indikator Keluaran

:Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui
Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 9.660.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.453.440.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan
kepala daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan
pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Kegiatan :1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Indikator Keluaran

: Terciptanya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba

Sub Kegiatan

:1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.375.000,00




Sub Kegiatan

:1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah
Sesuai SOP

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.332.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 7.260.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.380.850,00
Kegiatan :1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Terciptanya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

:1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00

Program

1 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Indikator Hasil

: Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran
(SPM), Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Kegiatan

:1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan
Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Terciptanya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan
Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Bulukumba

Sub Kegiatan

:1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object]

null 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 8.460.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.014.660.000,00




Sub Kegiatan

:1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat

Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan

Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

[object Object]

null

0,00

Sub Kegiatan

:1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat

Pelindung Diri

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

[object Object]

null

0,00

Sub Kegiatan

:1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

Indikator Keluaran

: Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan

dan Penanggulangan Kebakaran

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

[object Object]

null

0,00

Sub Kegiatan

:1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung

Diri

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang

Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

[object Object]

null

0,00

Kegiatan

: 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Indikator Keluaran

: Terpenuhinya Peralatan pencegahan kebakaran

Sub Kegiatan

: 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem

Proteksi Kebakaran

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

[object Object]

null

0,00

Sub Kegiatan

:1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana

Prasarana Proteksi Kebakaran

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Kegiatan 1 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran

Indikator Keluaran

: Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran

Sub Kegiatan

:1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran




Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian
dan Pengujian

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object]

null 0,00

Kegiatan

:1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Indikator Keluaran

: Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Sub Kegiatan

:1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui
Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Setiap Tahunnya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.916.500,00

Sub Kegiatan

: 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Indikator Keluaran

: Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem
Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan
Sarana dan PraSarana

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Kegiatan : 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Indikator Keluaran

: Terlakssananya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia

Sub Kegiatan

:1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa,
Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Satpol, Damkar dan Penyelamatan)

Kegiatan

:1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Satpol.PP dan Damkar

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 6.060.000,00




5.1.02

Belanja Barang dan Jasa 56.118.200,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object]

null 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object]

null 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan
DPA-SKPD

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object]

null 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Kegiatan :1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran : Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan Satpol PP dan Damkar
Sub Kegiatan :1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 4.853.870.496,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH




5.1

BELANJA OPERASI

5.1.01

Belanja Pegawai

72.240.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.740.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00
Kegiatan :1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Terpenuhinya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.05.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Kegiatan :1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah




Sub Kegiatan

:1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran

: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Kegiatan :1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Terpenuhinya Pengadministrasian Umum Satpol.PP dan Damkar

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI




5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

24.078.250,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.552.700,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.326.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00
Kegiatan :1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

: Terpenuhinya Pengadaan Barang Kantor Satpol.PP dan Damkar

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

[object Object]

null

0,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan




KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.972.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

[object Object]

null

0,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Kegiatan :1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Keluaran : Terpenuhinya jasa Penunjang Pelayanan Kantor Satpol.PP dan Damkar
Sub Kegiatan :1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object]

null

0,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.740.000,00




Sub Kegiatan

:1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Kegiatan :1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Kantor Satpol.PP dan Damkar

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 449.970.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.060.000,00
Sub Kegiatan :1.05.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object]

null 0,00




Sub Kegiatan

:1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Organisasi :2.15.1.05.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

:2.15.1.05.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kab. Bulukumba

Program

1 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Indikator Hasil

: Persentase jumlah aparatur yang mengikuti tanggap bencana (Fasilitasi Petugas Reviter dan Tsunami)

Kegiatan

1 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Indikator Keluaran

: Jumlah Pelayanaan pencegahan dan kesiap-siagaan bencana

Sub Kegiatan

:1.05.03.2.02.0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object]

null 0,00

Bidang Urusan

1 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Organisasi

: 1.06.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sosial Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

: 1.06.0.00.0.00.02.0000 Dinas Sosial Kab. Bulukumba

Program

:1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Indikator Hasil

: Persentase Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan

Kegiatan

:1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Meningkatnya Kemampuan, Keahlian,Keterampilan, Kesejahteraan serta Potensi Sumber Daya Pekerja Sosial dan
Kelembagaan Sosial

Sub Kegiatan

:1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 6.060.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 636.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya
Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

- Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM




[object Object]

null

[object Object]

null 0,00

Sub Kegiatan

:1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Indikator Keluaran

: Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Program 1 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Indikator Hasil

: Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti
(SPM)Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah
warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)Persentase Jumlah warga
negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM)

Kegiatan

:1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Indikator Keluaran

: Meningkatnya Layanan Perlindungan Rehabilitasi Sosial dan Kesejahteraan PMKS (Penyandang Disabilitas, Lansia
Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) diluar Panti Sosial.

Sub Kegiatan

:1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object]

null 0,00

Sub Kegiatan

:1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan
Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object]

null 0,00

Sub Kegiatan

:1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan
Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object]

null 0,00

Sub Kegiatan

:1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 6.060.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.385.000,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 40.817.500,00

Sub Kegiatan

:1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM




[object Object] null
[object Object] null 0,00
Kegiatan 1 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban

HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Indikator Keluaran

: Meningkatnya Layanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan, dan Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya bukan Korban
HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial

Sub Kegiatan

:1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan
Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object]

null 0,00

Sub Kegiatan

:1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 525.000,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 24.680.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.712.000,00
Program 1 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Indikator Hasil

: Persentase Jumlah PMKS yang Tervalidasi dalam data terpadu DTKS dan SIKS-NGPersentase PMKS Yang
Memperoleh Bantuan Sosial

Kegiatan

: 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

Indikator Keluaran

: Meningkatnya Layanan Penjangkauan, Rujukan dan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak
Terlantar

Sub Kegiatan

:1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00
Kegiatan :1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan data Fakir Miskin dan PMKS, serta Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi
dan Kesejahteraan Ekonomi dan Keluarga fakir Miskin dan PMKS

Sub Kegiatan

:1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH




5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

45.000.000,00

Sub Kegiatan

1 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Indikator Keluaran

: Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.670.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 4.080.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.956.000,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 396.000.000,00
Program 1 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Indikator Hasil

: Persentase Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan

sosial (SPM)

Kegiatan

:1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Meningkatnya Bantuan Logistik Bencana bagi Korban Bencana Alam dan Sosial

Sub Kegiatan

:1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan

Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.545.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat

(Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.550.000,00

Kegiatan :1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Meningkatnya Kemamuan Keterampilan Petugas dan Penanggulangan Bencana dalam Penanganan Bencana Alam

dan Sosial

Sub Kegiatan

:1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan

Kabupaten/Kota




KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 6.060.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 436.580.000,00
Program :1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Indikator Hasil

: Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dipelihara

Kegiatan

:1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Menengkatnya Pelestarian Taman Makam Pahlawan, Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kejuangan, Keperintisan dan KSN

Sub Kegiatan

:1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.986.500,00
Program :1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Sosial )

Kegiatan

:1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Meningkatnya Sistem Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 6.060.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.650.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.760.500,00
Sub Kegiatan :1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.601.000,00
Kegiatan :1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah




Indikator Keluaran

: Meningkatnya Capaian Kinerja Kesejahteraan ASN, dan Peningkatan sistem dan capaian Laporan Keuangan

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 2.139.509.518,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 50.880.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.855.300,00
Kegiatan :1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Meningkatnya Kinerja, Pengetahuan dan Keterampilan Pegawai/ASN

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran

: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

[object Object]

null

0,00

Kegiatan

:1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

[object Object]

null

0,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM




5

BELANJA DAERAH

5.2

BELANJA MODAL

5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

13.843.750,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.206.400,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 855.000,00
Sub Kegiatan :1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
Sub Kegiatan :1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.704.700,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.150.000,00
Kegiatan :1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

: Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah berupa kendaraan roda dua dan

meubeleur kantor

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan




KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan :1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.850,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.990.000,00
Kegiatan :1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Meninkatnya Jasa dan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.214.244,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.640.000,00
Kegiatan :1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan pemerintah daerah

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara




KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.680.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00
BELANJA DAERAH
Urusan

Pemerintahan

: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Organisasi

:2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga kerja

Unit Organisasi

:2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga kerja

Program

: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Indikator Hasil

Kegiatan

: 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Indikator Keluaran

Sub Kegiatan

:2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan
Klaster Kompetensi

Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 1.380.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 848.619.750,00
Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Indikator Hasil

Kegiatan

: 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

Sub Kegiatan

: 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran

Indonesia (PMI)

Indikator Keluaran

: Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 6.060.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.102.000,00
Organisasi :2.18.2.07.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

:2.18.2.07.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Bulukumba




Program

: 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

Indikator Hasil

: Persentase Jumlah Kasus Pengusaha Pekerja Pertahun, Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian

Bersama (PB)
Persentase Jumlah Kasus Pengusaha Pekerja Pertahun

Kegiatan

: 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

Indikator Keluaran

: Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro

Sub Kegiatan

: 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan : 2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
Indikator Keluaran : Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Program :2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Indikator Hasil

: Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Kegiatan

: 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Indikator Keluaran

: Jumlah pencari kerja / tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi

Sub Kegiatan

: 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan

Klaster Kompetensi

Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Kegiatan : 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Indikator Keluaran : Jumlah Pelatihan/sosialisasi
Sub Kegiatan : 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Indikator Keluaran snull
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Kegiatan : 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

Indikator Keluaran

: Jumlah kelompok Usaha yang mendapatkan bantuan

Sub Kegiatan

: 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

Indikator Keluaran snull

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Program :2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Indikator Hasil

: Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Kegiatan

: 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah pelatihan/ Sosialisasi Penanggulangan pekerja migran di Indonesia




Sub Kegiatan

:2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran
Indonesia (PMI)

Indikator Keluaran s null
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
Program 1 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Indikator Hasil

: Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah,
dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).

Kegiatan

: 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan
yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang terlaksana (Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan)

Sub Kegiatan

: 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan
Industrial dan Terdaftar di WLKP Online

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00

Kegiatan

: 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan
Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Presentase perselisihan hubungan industrial di perusahaan yang dapat diselesaikan

Sub Kegiatan

: 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi
dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi

Indikator Keluaran

: Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

[object Object]

null 0,00

Bidang Urusan

: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi

:2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

:2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Bulukumba

Program

: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Indikator Hasil

: Persentase ARG pada Belanja Daerah APBD

Kegiatan

: 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi
Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan perempuan yg mendapatkan pemberdayaan di bidang
ekonomi, politik, hukum, dan sosial

Sub Kegiatan

: 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan
Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00




Program

: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Indikator Hasil

: Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih
di dalam unit pelayanan terpadu

Kegiatan

: 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih
di dalam unit pelayanan terpadu

Sub Kegiatan

: 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan
Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.040.000,00

Kegiatan : 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan

Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan lanjutan komrehensif

Sub Kegiatan

: 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.138.000,00

Kegiatan : 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase layanan perlindungan perempuan yang terstandarisasi

Sub Kegiatan

: 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan
Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.335.000,00
Program :2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Indikator Hasil

: Persentase Jumlah Layanan Pembinaan Keluarga

Kegiatan

: 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase layanan pembelajaran keluarga yang terstandarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas
keluarga

Persentase layanan pembelajaran keluarga yg terstandarisasiembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Keluarga

Sub Kegiatan

: 2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia




KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
Program : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Indikator Hasil

: Nilai Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak

Kegiatan

: 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, media dan dunia usaha
Persentase pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, media dan dunia usaha

Sub Kegiatan

: 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 3.535.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.465.000,00
Program :2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Indikator Hasil

: Persentase Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten

Kegiatan

: 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase pengembangan model pencegahan kekerasan terhadap anak

Sub Kegiatan

:2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan
pencegahan KTA

Indikator Keluaran

: Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan
pencegahan KTA

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.460.000,00

Kegiatan : 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

Sub Kegiatan

: 2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

Indikator Keluaran

2 null

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.342.000,00

Kegiatan : 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan

Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran




Sub Kegiatan

: 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi
AMPK tingkat daerah kabupaten/

Indikator Keluaran

2 null

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.685.000,00

Bidang Urusan

: 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Organisasi

: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba

Unit Organisasi

: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba

Program

: 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN
PANGAN

Indikator Hasil

: Persentase Jumlah Desa Mandiri Pangan Yang Dibina

Kegiatan

: 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Tersedianya infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah

Sub Kegiatan

:2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

: 2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik

Indikator Keluaran

: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Program : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita, Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita

Kegiatan

: 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah
Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Indikator Keluaran

: Tersedianya informasi harga pangan dan NBM serta meningkatnya kinerja kelembagaan usaha pangan dan jaringan
distribusi pangan

Sub Kegiatan

: 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.563.500,00

Sub Kegiatan

: 2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

Indikator Keluaran

: Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00




Sub Kegiatan

: 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran snull

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota
Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

:2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

Sub Kegiatan

:2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan

Indikator Keluaran

: Informasi Harga dan Pasokan Pangan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
Kegiatan : 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi serta pengadaan dan pemeliharaan cadangan pangan kabupaten

Sub Kegiatan

: 2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal

Indikator Keluaran

: Rencana Kebutuhan Pangan Lokal

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00

Sub Kegiatan

: 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 3.300.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.012.000,00

Sub Kegiatan

: 2.09.03.2.02.0004 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null
[object Object] null 0,00




Sub Kegiatan

: 2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
[object Object] null 0,00
Kegiatan : 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan

Gizi

Indikator Keluaran

: Tercapainya target skor PPH pemanfaatan lahan pekarangan dan penanekaragaman konsumsi pangan, berragam,
bergizi, seimbang dan aman

Sub Kegiatan

: 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun

Indikator Keluaran

: Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

Sub Kegiatan

: 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya
Lokal

Indikator Keluaran

: Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya
Lokal

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.343.000,00

Sub Kegiatan

: 2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun

Indikator Keluaran

: Jumlah Koordina